
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Masalah pertanahan merupakan persoalan mendasar di Indonesia, permasalahan 

tanah semakin bervariasi seiring dengan semakin tingginya kebutuhan tanah berikut nilai 

ekonomis tanah. Permasalahan tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak 

milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan hak yang belakangan menjadi 

konflik komunal dibeberapa daerah. Terutama daerah yang memegang teguh pengakuan 

hukum adat atas tanah. Seperti halnya pengakuan hak ulayat dan tanah ulayat dalam 

masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyangkut 

tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas sebagaimana Pasal 3 UUPA 

menyatakan bahwa mengingat ketentuan pasal (1) dan pasal (2) pelaksanaan hak ulayat 

dan hak yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya 

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 

negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 

undang undang dan peraturan yang lebih tinggi 1 

Mengingat ketentuan dalam Pasal (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok Agraria, begitu luasnya pemahaman tentang hak ulayat dan atau hak-

hak lain yang serupa dengan itu dalam masyarakat hukum adat, terdapat pembatasan 

                                                             
1 Yulia Mirwati, 2016, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Padang . 
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kandungan Pasal 3 UUPA tentang dasar, kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi 

sebagai penetapan hak ulayat, kriteria penetapan suatu kelembagaan dikatakan sebagai hak 

ulayat sebagaimana dipaparkan oleh Maria Sumardjono, dimana dapat dikatakan kriteria 

penentu ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat, harus dilihat dari tiga hal 

yaitu : 

1.  Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek 

hak ulayat 

2.  Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang 

merupakan objek hak ulayat. 

3.  Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan 

tindakan tertentu dalam wilayah /tanah2  

 

Sementara Pengaturan hak ulayat dan tanah ulayat masyarakat hukum adat 

Minangkabau secara khusus ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Propinsi 

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk 

Penanaman Modal yaitu : 

Tanah ulayat diartikan suatu bidang tanah beserta sumber daya alam yang berada 

diatasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun temurun merupakan hak 

masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, terhadap hak ulayat dikenal 

4 (empat) macam yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan 

tanah ulayat kaum.3 

 

                                                             
2 Maria Sumardjono, 1998, UUPA dan Hak Ulayat, Makalah Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 

dikutip dari Yulia Mirwati, Ibid, hlm. 140 
3 Zefrizal Nurdin, 2017, Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan 

Nagari di Sumatera Barat, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm 36 



 

Mengacu kepada definisi dan pengertian hak ulayat diatas, secara garis besar 

pemahaman tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau adalah hak atas tanah yang 

dimiliki masyarakat adat Minangkabau berupa tanah pusako yang mereka dapatkan, kuasai 

dan lestarikan secara turun temurun tersebut. Masalah yang timbul berkaitan dengan tanah 

ulayat atau tanah pusako diputuskan oleh orang didalam garis keturunan dan lelaki tertua 

disebut Mamak Kepala Waris. Pengawasan terhadap wilayah yang dinyatakan sebagai 

kawasan nagari yaitu wilayah yang belum menjadi pusako suatu kaum, dipikul secara 

bersama, kewenangan atas tanah tersebut berada pada perangkat nagari, akan dibagi-

bagikan kepada penghulu kaum yang telah ikut mendirikan nagari.4 

Menjadi pertanyaan sekaligus bahan penelitian penulis adalah status tanah ulayat 

masyarakat adat Minangkabau yang merupakan milik bersama anggota kaum (milik 

komunal) dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Sementara ditemui banyak tanah 

ulayat yang telah beralih fungsi dan beralih kepemilikan baik melalui perjanjian jual beli, 

waqaf, hibah dan lain sebagainya. Hukum Agraria Nasional memberikan ruang untuk 

pendaftaran tanah termasuk tanah ulayat hukum adat Minangkabau yang secara sosiologi 

adalah milik bersama anggota kaum. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah suatu proses pembuktian kepemilikan hak 

atas tanah, bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 

rumah susun, penegasannya bahwa yang didaftarkan adalah tanah hak milik, tanah ulayat 

tidak masuk kriteria hak milik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kondisi ini 
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sering menyebabkan konflik/sengketa, tidak jarang berakhir dilembaga peradilan, 

diantaranya sengketa peralihan hak tanah ulayat dengan berbagai permasalahan, salah 

satunya sengketa hibah atas tanah ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Pesisir 

Selatan. 

Berkembangnya peradaban dan peraturan tentang tanah, Hibah menjadi salah satu 

bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria Nasional, sebelumnya 

perjanjian hibah diakui Undang-Undang sebagaimana Pasal 1666 KUHP tentang Hibah 

yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang/pihak lain  dilakukan ketika 

sipenghibah masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah 

masih hidup juga. Disamping itu juga terdapat beberapa pengertian atau definisi Hibah 

yaitu : 

1. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah suatu pemberian 

seseorang kepada orang lain atau pihak tertentu dan pembagian hibah tersebut 

dilakukan pada saat pemberinya masih hidup, Pemberian hibah tersebut dilakukan 

oleh pemilik harta sesuai dengan keinginanya dan tidak menimbulkan protes dari 

keluarga yang tidak mendapatkan hibah.  Pemilik harta atau kekayaan berhak 

memberikan kekayaannya kepada siapapun sekalipun tidak ada pertalian darah, 

diantara pemberi hibah dengan yang diberi hibah5 

2.  Menurut Asyyaf A.A Fyzee, pengertian hibah menurut Islam adalah penyerahan 

yang dilakukan langsung dan tidak memiliki syarat apapun, dalam hal ini pemberi 

hibah tidak mendapatkan balasan. Hibah menjadi salah satu pemindahan harta 

yang dimiliki oleh pemberi hibah/seseorang kepada orang lain. Penerima hibah 

tidak berkewajiban memberikan imbalan atau balasan apapun kepada pemberi 

hibah tersebut.6 

3.  Menurut Hukum Adat pengertian Hibah adalah penyerahan harta kekayaan 

seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih 

                                                             
5 Kompilasi Hukum Islam 
6 Assyaf A.A Fyzee. 2011, Hibah, Wakaf dan Sedekah dalam Islam, Penerbit Bina Grafika, Jakarta hlm. 62 



 

hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau 

ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.7 

 

Melihat pengertian hibah diatas lebih mengacu kepada benda tidak bergerak seperti 

tanah, dalam penelitian ini adalah tanah ulayat kaum dalam hukum adat Minangkabau jika 

dikaitkan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Hibah tanah harus didaftarkan atau disahkan oleh pejabat berwenang 

(Notaris/PPAT/ PPAT Sementara). Namun pada masyarakat hukum adat Minangkabau 

hibah hanya dilakukan dihadapan Kepala Adat dan pihak terkait, maka disini terjadi 

pertentangan antara UUPA/PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan aturan adat Minangkabau 

dalam kepastian hukum hibah atas tanah ulayat, apakah terdapat perlindungan hukum 

terhadap hibah tanah adat Minangkabau yang belum terdaftar, sehingga ada dua 

identifikasi mengenai kedudukan surat hibah tanah adat/ulayat dalam sistem adat 

Minangkabau terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997. Menindaklanjuti hal tersebut Tahun 

2000 MPR-RI melakukan amandemen II terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan 

pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang diatur Pasal 18 huruf b ayat 

(2) dalam bab tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 huruf i ayat (3) dalam bab 

tentang hak azazi manusia, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup/diakui 

msayarakatnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pengakuan terhadap hukum adat/hak adat atau hak-hak khususnya masalah 

pertanahan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253/K/Sip/1971 menyatakan 

                                                             
7 https://media.neliti.com/media/publications/43201-ID-analisi -tentang -hibah/  

https://media.neliti.com/media/publications/43201-ID-analisi%20-tentang%20-hibah/


 

“bahwa hibah tanah berdasarkan hukum adat adalah sah menurut hukum”. Maka dengan 

keputusan Mahkamah Agung tersebut maka perjanjian hibah atas tanah ulayat menurut 

hukum adat Minangkabau yang belum terdaftar/berdasarkan surat hibah dibawah tangan 

sepanjang kebenarannya diakui dinyatakan sah sebagai perjanjian hibah. Namun secara 

umum perjanjian hibah atas tanah ulayat di Minangkabau dibagi atas penggolongan yaitu : 

1.  Hibah Lapeh/Laleh yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk 

selamanya 

2.  Hibah Bakeh yaitu Pemberian dari seseorang kepada seseorang lain yang 

sifatnya terbatas yaitu selama penerima hibah tersebut masih hidup 

3. Hibah Pampeh yaitu Pemberian seseorang kepada orang lain tetapi diserta 

dengan syarat-syarat tertentu. 8 

  

 Perjanjian hibah sebagai salah satu bentuk peralihan hak atas tanah ulayat menurut 

hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, hampir mengacu sama dengan peralihan/cara 

mendapatkan tanah ulayat melalui pewarisan, perjanjian jual beli dan waqaf. Sebagaimana 

Idrus Hakimi yang membagi 4 cara mendapatkan tanah ulayat di Minangkabau yaitu : 

1.  Sebab dek mana, yaitu harta pusaka diterima dari nenek moyang yang 

merupakan kepunyaan kaum suatu wilayah dalam korong/kampung/nagari, 

misalnya pandam kuburan, rumah gadang, surau, labuah tapian jo sasok jarami. 

2.  Sebab dek cancang latiah rimbo rayo yaitu sawah, ladang, hutan belukar atau 

tambang yang dibuka dan dikerjakan oleh orang tua dan dilanjutkan oleh anak 

kemenakan secara berkelanjutan. 

3.  Sebab dek hibah yaitu tanah yang didapat melalui pemberian atau hibah orang 

lain yang menjadi pemilik sebelumnya. 

4.  Sebab dek tabuih atau dek bali yaitu hak yang didapat melalui perjanjian jual 

beli atau penukaran. 9 
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http://garisrasanestapa.blogspot.com/2016/12/peralihan-hak-atas-tanah-adat-melaluihtml?m=1


 

 

Pada prinsipnya hibah menurut hukum adat Minangkabau sama dengan yang diatur 

dalam Pasal 1666 KUHP dan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah terhadap 

harta kekayaannya diberikan oleh si Penghibah kepada orang atau pihak lain yang 

diinginkannya secara cuma-cuma ketika dan pemberian hibah tersebut juga dilaksanakan 

ketika si penghibah masih hidup. Hanya saja dalam hukum adat Minangkabau pelaksanaan 

hibah terhadap tanah ulayat masih dilakukan terhadap anggota kaum atau yang memiliki 

hubungan dengan kaum yang menghibahkan. Pelaksanaan hibah terhadap tanah ulayat bisa 

saja dilakukan oleh seorang Mamak Kepala Waris yang ditunjuk oleh anggota kaum, dan 

pelaksanaan hibah atas tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari anggota kaum, karena 

pada prinsipnya tanah ulayat di Minangkabau adalah milik bersama anggota kaum secara 

komunal. 

Pemberian hibah harus menggunakan akta PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) 

dengan penetapan Akta Hibah, jika perjanjian hibah tidak ditetapkan dengan Akta Hibah 

maka hibah tersebut dinyatakan batal. Pertanyaan selanjutnya muncul adalah apakah Akta 

Hibah boleh diterbitkan oleh PPAT, adakah lembaga lain yang ditunjuk oleh Undang-

Undang dalam penerbitan Akta Hibah seperti halnya Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan 

oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka mempedomani permasalahan tersebut 

diatas, ditegaskan bahwa tugas pokok profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

berupa semua akta yang berhubungan dengan tanah dan/atau bangunan baik oleh individu 

                                                                                                                                                                                                    
9 Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, 1994, Pegangan Penghulu di Minangkabau, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, dikutip dari Helmi Panuh, 2012, Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera 
Barat, hlm. 22 



 

maupun oleh Badan Hukum, adapun jenis akta PPAT dalam pembuatan akta berkaitan 

dengan tanah dan bangunan sebagai berikut : 

a.  Akta Jual beli 

b.  Akta Hibah 

c.  Akta pemasukan ke dalam perusahaan 

d.  Akta Pembagian Hak bersama 

e.  Akta pemberian Hak tanggungan 

f.  Akta Pemberian Hak Guna Bangunan diatas hak milik 

g.  Akta Pemberian Hak Pakai diatas hak milik 

h.  Akta Tukar menukar 10 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk lebih tercapainya tujuan penelitian ini. 

Penulis lebih memfokuskan penelitian pada beberapa kasus sengketa hibah atas tanah 

ulayat kaum di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : 

1.  Hibah tanah ulayat kaum suku Jambak Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan 

Bayang oleh BISWAR selaku Mamak Kepala Waris kepada MELISA FRISTY 

EFFENDI anggota kaum. Berdasarkan Akta Hibah Nomor 166/A-HB/CBY-2014 

dikeluarkan ALFIS BASYIR, SE. M.Hum, PPAT Sementara Kecamatan Bayang, 

berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat Nomor 616.2/11-

13.300/VII-2012. Gugatan diajukan SRI NILA WATI  anggota kaum suku Jambak. 

 Penyebab sengketa adalah pelanggaran kesepakatan kaum suku Jambak, BISWAR 

selaku Mamak Kepala Waris menghibahkan satu bidang tanah ulayat kaum suku 

                                                             
10 Sulhan, Irwansyah Lubis dan Anhar Syahnel, 2018, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis 

dan Mudah taat Hukum) Buku ke 1, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, Hlm. 155 



 

Jambak secara diam diam kepada MELISA FRISTRY EFFENDI digunakan untuk 

perumahan dilokasi tanah kaum suku Jambak yang telah disepakati dijadikan kawasan 

pembangunan rumah gadang suku Jambak Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok, sehingga 

digugat oleh anggota kaum lainya. Dimediasi KAN Talaok dengan kesepakatan damai 

berikut konpensasi tanah ulayat kaum lain kepada adik pemohon sebagai bentuk rasa 

keadilan didalam anggota kaum. 

2.  Hibah Tanah ulayat kaum suku Caniago Datuak Majo Basa Lubuk Aur Talaok 

Kecamatan Bayang oleh ADIWARMAN MAJO BASA selaku Mamak Kepala Waris 

kepada RUTAP mamak kaum suku Caniago, hibah tersebut berupa pemberian 

sebidang tanah ulayat kaum suku Caniago Datuak Majo Basa  kepada mamak 

kaumnya dengan hak mewarisi adalah anak-anak RUTAP. Tanah telah dikuasai oleh 

RUTAP sejak tahun 1955 secara terus menerus sampai sekarang, hibah tanah ulayat 

kaum tersebut baru dilakukan tahun 1983 berbekal surat pernyataan hibah diatas kertas 

segel oleh ADIWARMAN MAJO BASA disetujui anggota kaum, belum dikuatkan 

Akta Hibah PPAT. Sengketa timbul antara anak RUTAP bernama ISMAIL dengan 

saudara sepupunya bernama MIRWAN SH. 

 Penyebab sengketa ketika ISMAIL mendaftarkan kepemilikan hak atas tanah hibah ke 

BPN Painan, digugat oleh MIRWAN, SH (saudara sepupu dalam kaum suku Tanjung) 

dengan dakwaan bahwa tanah yang disertifikatkan  ISMAIL adalah tanah pusako 

tinggi kaum suku Tanjung Datuak Rajo Adil Nagari Talaok, dan pihak MIRWAN SH 

menggugat dengan pernyataan kalau tanah tersebut adalah tanah hibah harus 

dibuktikan dengan Akta Hibah dari PPAT. 



 

3. Hibah Tanah Hj. RAFIAH tahun 1984,  Akta Hibah Nomor 06/HB/CM-BY/1984 

tanggal 22 Maret 1984 dikeluarkan YUSMAR YUSUF. BA selaku PPAT Sementara 

Kecamatan Bayang, kepada 2 cucu perempuan beradik kakak kandung yaitu 

SYAFNIETI dan DELTI MARNI, saat hibah keduanya dibawah umur, ditunjuk ABD. 

MUIS Mamak Kepala Waris sebagai Pihak Penerima Hibah bertindak untuk dan atas 

nama SYAFNIETI (nama DELTI MARNI tidak dicantumkan dalam akta hibah karena 

menurut Camata Bayang selaku PPAT Sementara, cukup diwakili kakaknya karena 

keduanya sama dibawah umur).  

Penyebab sengkata adalah tahun 2017 DELTI MARNI dilarang oleh  SYAFNIETI 

membangun rumah diatas sebagian tanah hibah Nomor 06/HB/CM-BY/1984, 

sementara ABD. MUIS selaku Mamak Kepala Waris sudah menyatakan bahwa diatas 

tanah hibah tersebut terdapat sebagian milik SYAFNIETI dan sebagai milik DELTI 

MARNI walau tidak diterakan dalam akta hibah. Pihak SYAFNIETI bersikukuh tidak 

memberikan izin pendirian rumah tersebut, karena dialah sebagai pemilik tunggal atas 

tanah hibah tersebut, didalam akta hibah hanya tercantum namanya seorang tidak 

tercantum nama DELTI MARNI sebagai penerima hibah. 

Berpedoman kasus hibah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

perjanjian hibah atas tanah ulayat berikut sengketa hibah dan penyelesaian sengketa, serta 

kekuatan hukum putusan Kerapatan Adat Nagari terhadap penyelesaian sengketa hibah 

atas tanah ulayat tersebut menurut hukum positif, sehingga menjadi sebuah tulisan yang 

bisa dijadi referensi bagi pengambil keputusan atas kasus yang sama dikemudian hari. 

 



 

B.      Perumusan Masalah  

Perbuatan hukum hibah tanah ulayat sedikit rumit dibanding hibah atas tanah hak 

milik, yang kepemilikannya jelas, hibah terhadap tanah ulayat seringkali menimbulkan 

sengketa, ditambah kedudukan hak ulayat terhadap tanah ulayat tidak tegas, menyebabkan 

kepastian hukum hibah atas tanah ulayat di Minangkabau seringkali tidak sesuai dengan 

Ketentuan Hukum Agraria khususnya Pendaftaran Tanah, di Nagari Talaok Kecamatan 

Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ditemui beberapa perjanjian hibah atas tanah ulayat 

kaum digugat sehingga menimbulkan sengketa hibah, diajukan ke Kerapatan Adat Nagari 

Talaok Kecamatan Bayang, bahkan ada sengketa hibah  tersebut berakhir di lembaga 

peradilan. 

Berdasarkan uraian di atas tentang perjanjian hibah terhadap tanah ulayat dan 

permasalahannya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana proses hibah tanah ulayat kaum di Nagari Talaok Kecamatan Bayang 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

b. Apa penyebab terjadinya sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari Talaok 

Kecamatan Bayang? 

c. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari Talaok 

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian  

Pelaksanaan hibah atas tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik/sengketa 

yang bermuara ke lembaga peradilan. Permasalahan tersebut terkait status tanah yang 



 

dihibahkan, pihak dalam perjanjian hibah, proses hibah dan rasa keadilan. Tujuan dari 

penelitian ini meneliti masalah perjanjian hibah terhadap tanah ulayat di Nagari Talaok 

Kecamatan Bayang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a.  Mengetahui bagaimana proses hibah tanah ulayat kaum di Nagari Talaok 

kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. 

b.  Mengetahui penyebab terjadinya sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari 

Talaok Kecamatan Bayang. 

c.  Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum di Nagari 

Talaok Kecamatan Bayang Pesisir Selatan. 

2. Manfaat dari penulisan ini adalah 

a. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian ini berguna untuk : 

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya penulisan dibidang 

hukum agraria, syariat Islam dan hukum adat Minangkabau terkait pelaksanaan 

perjanjian hibah terhadap tanah ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang. 

2. Memberikan pertimbangan hukum atas perjanjian hibah yang dilakukan 

terhadap tanah hak ulayat, terutama dalam penyelesaian sengketa perjanjian 

hibah yang dilakukan di Nagari Talaok Kecamatan Bayang, maupun lembaga 

lainnya. 

b. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini berguna untuk : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan dalam 

penyelesaian sengketa terhadap perjanjian hibah tanah ulayat kaum di nagari 



 

lain, para pengambil kebijakan bidang hukum agraria, terutama akademisi 

melalui naskah akademis Peraturan terkait dengan hibah terhadap tanah ulayat. 

2. Menjadikan hibah sebagai sarana potensial guna meningkatkan ketaqwaan, 

kekerabatan, kepedulian, melestarikan nilai budaya adat Minangkabau dan 

menjaga tertib hukum pelaksanaan perjanjian hibah atas tanah khususnya tanah 

ulayat kaum. 

D. Keaslian Penelitian 

Dari beberapa referensi yang dilakukan terhadap tesis, penelitian tentang 

”Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Tanah Ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang 

Kabupaten Pesisir Selatan“, belum pernah dilakukan. Tetapi sebagai perbandingan terdapat 

beberapa judul kajian yang berkaitan dengan tesis ini, adapun beberapa tesis dan artikel 

tersebut adalah : 

1. Disertasi oleh ZEFRIZAL NURDIN  Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca 

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2017 dengan judul 

Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai 

Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat”, rumusan masalah pada judul ini yaitu : 

a. Bagaimana pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan 

penanaman modal di Sumatera Barat pada masa Orde Baru? 

b. Bagaimana pengaturan pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan 

penanaman modal di Sumatera Barat pada masa Reformasi? 



 

c. Bagaimana pola hubungan hukum dalam pemanfaatan Tanah Ulayat oleh 

investor untuk pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat?11 

Penelitian ini menekankan permasalahan Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat 

untuk kepentingan Penanaman Modal di Sumatera Barat pada masa Orde Baru, 

Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan Penanaman Modal di 

Sumatera Barat pada masa Reformasi dan Pola hubungan hukum dalam pemanfaatn 

tanah ulayat oleh investor untuk pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat. 

2. Tesis oleh SURYA KHAMISLI  Program Study  Magister Kenotariatan Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017, dengan judul “Peranan 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat di 

Kecamatan Kuranji Kota Padang”, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

a. Apa saja bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat yang terjadi pada masyarakat adat 

di nagari-nagari Kecamatan Kuranji Kota Padang? 

b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di 

Kecamtan Kuranji Kota Padang? 

c. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian 

sengketa tanah ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang?12 

  Penelitian ini menekankan peranan dan fungsi KAN dalam menyelesaikan 

sengketa tanah Ulayat dalam perspektif kaum itu sendiri, penetapan sako dan pusako, 

waris dan penetapan Mamak Kepala Waris dalam silsilah ranji keturunan kaum sesuai 

                                                             
11  Zefrizal Nurdin, 2017, Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan 

Nagari di Sumatera Barat, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. 
12 Surya Khamisli, 2017, Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan 

Kuranji Kota Padang, Tesis Program Study Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 



 

hukum adat Minangkabau serta kekuatan hukum putusan KAN dalam sistem kekuasaan 

kehakiman. 

3. Tesis oleh YOSE LEONANDO Program Study  Magister Kenotariatan Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017 dengan judul “Penyelesaian 

Sengketa Tanah Wakaf di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan 

Kabupaten Pesisir Selatan”, Penelitian ini menekankan proses perwakafan tanah ulayat 

dan tanah hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, faktor penyebab 

terjadinya sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik di Kecamatan Bayang 

dan proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hakim terhadap sengketa 

wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan, 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

a. Bagaimana proses perwakafan tanah atas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan 

Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? 

b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf diatas tanah ulayat dan hak 

milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? 

c. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hakim terhadap 

sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik oleh Pengadilan Agama Kelas 

II Painan?13 

Penelitian di atas mempunyai kaitan materi dengan penulisan ini. Tetapi secara 

substansi penelitian dengan Judul ”Penyelesaian Sengketa Hibah Atas Tanah Ulayat di 

                                                             
13 Yose Leonando, 2018, Penyelesaian Sengketa Wakah di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II 

Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Tesis Program Study Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 
Andalas Padang. 



 

Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”, memiliki kajian berbeda 

dengan tulisan terdahulu. Penelitian ini lebih difokuskan pada proses penerapan hibah 

tanah ulayat, penyebab sengketa hibah dan penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat secara 

non litigasi oleh KAN Talaok Kecamatan Bayang berpedoman kepada aturan adat 

Minangkabau. 

E.    Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

1.  Kerangka Teoritis 

a. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Hans Kelsen, dikutip dari buku Darji Darmodiharjo dan Shidarta 

berjudul Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di 

Indonesia, menyatakan  

Hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek seharusnya atau ”das sollen”, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan 

hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan 

keseimbangan, sehingga diharapkan kepentingan masyarakat terlindungi 14 

 

Menurut pendapat Jean van Kan dalam bukunya ”Inleiding tot de reschts 

wetenschap” mengutip pendapat Ahmad Ali, mendefinisikan bahwa tujuan hukum 

sebagai kaidah-kaidah norma kesusilaan, norma kesopanan, perlindungan hukum 

terhadap kepentingan orang dalam masyarakat, mengemukakan bahwa tujuan hukum 

di atas dapat dikaji melalui 3 sudut pandang yaitu : 
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1. Sudut pandang ilmu hukum positif – normatif atau yurudis dogmatik, tujuan 

hukum di titik beratkan pada segi kepastian hukum (rechtszekerheid),  

2. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum di titik beratkan pada segi 

keadilan,  

3. Sudut pandang sosiologi hukum tujuan hukum di titik beratkan pada segi 

kemanfaatan (utilisme). 15 

 

Menurut Pieter Mahmud Marzuki, bahwa suatu kepastian hukum  diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. 

Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak hanya bertujuan 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan semata, melainkan juga memberikan 

kepastian hukum 16 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, kepastian hukum atau 

rechtszekerheid menurut J. M.Otto yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati, terdiri dari 

beberapa unsur yaitu  : 

1. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan, atau ditetapkan Negara 

2. Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum secara konsisten dan 

berpegang pada hukum 

3. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum 

4. Hakim yang bebas dan tidak memihak, secara konsisten menerapkan hukum 

itu 

5. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.17 

 

Timbul pertanyaan apakah kepastian hukum tidak menimbulkan masalah 

dalam kenyataannya, karena seringkali ditemui kepastian hukum berbenturan dengan 

                                                             
15 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, Disadur dari Lukman Santoso Az 

dan Yahyanto SH.MH, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran 

Hukum, Setara Press, Malang. Hlm 76-77 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta,  Hlm.158 
17 Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 

Airlangga, Surabaya. Hlm. 18 



 

keadilan, benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, keadilan dengan 

kemanfaatan. sebagai contoh kasus hukum tertentu kalau hakim menginginkan 

keputusan adil menurut persepsi hakim (interpretasi hakim dalam menentukan 

putusan perkara atau determinacy), putusan tersebut bagi pihak Penggugat atau pihak 

Tergugat sering merugikan kemanfaatan bagi dirinya dan masyarakat luas, maka 

perasaan keadilan bagi orang tertentu sering dikorbankan.  

Menurut Radburch, keputusan yang baik adalah keputusan yang adil dan 

responsif di masyarakat, untuk memastikan sebuah keputusan yang adil dan 

responsif, harus menggunakan azaz prioritas dimana prioritas pertama adalah 

keadilan, selanjutnya kemanfaatan (utilisme) dan terakhir kepastian hukum 

(rechtszekerheid) 18 

b.   Teori Kewenangan 

Kata kewenangan berasal dari kata wewenang diartikan sebagai hal 

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang dibuat Undang Undang atau 

kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafruddin ada perbedaan dalam 

artian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa 

yang disebut dengan kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang diberikan Undang 

Undang. Sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai sesuatu 

“onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan 

terdapat wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan 

hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya wewenang meliputi 
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membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.19 

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh 

peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum. Sedangkan 

pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah “Bevougheid wet kan worden 

omscrevenals het geheel van berstuurechttelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang 

dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan 

dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum 

publik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, Pasal 11 kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan 

mandat. 20 

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan 

Atribusi adalah Pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah 

oleh UUD 1945 atau Undang Undang. Indroharto berpendapat bahwa pada Atribusi 

terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

peraturan perundang undangan, disini muncul atau diciptakan suatu wewenang lain 

yaitu delegasi.  

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Delegasi 

adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan 

                                                             
19 Ateng Syafruddin, dikutip dari Neneng Oktarina, 2010, Materi Kuliah Teori Hukum, Program Pasca Magister Ilmu 

Hukum Pasca Sarjana Universitas Eka sakti Padang, hlm 19. 
20 Ibid, hlm. 22 



 

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

Prof. Moch Machfud MD juga memberikan pengertian bahwa kewenangan atau 

delegasi berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang undangan yang 

derajatnya dibawah Undang-Undang berisi masalah untuk mengatur suatu ketentuan 

Undang-Undang. Apabila dalam pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan 

yang ada kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak 

sah menurut hukum. Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, 

maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak. 

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Mandat 

yaitu Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah, dengan 

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. Pada mandat tidak 

dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. 

Dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti 

yuridis formal), yang ada hanya hubungan internal, seperti contoh Menteri dengan 

pegawai. Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk 

mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis 

wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai 

memutuskan secara faktual, Menteri memutuskan secara yuridis. Dalam hal mandat 

tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja 

internal antara penguasa dengan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai 

memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si Penguasa, misalnya seorang 



 

Menteri mengambil keputusan-keputusan tertentu, namun menurut hukum Menteri 

itu tetap merupakan badan yang berwenang. 

Dari berbagai pengertian kewenangan diatas, penulis berkesimpulan bahwa 

kewenangan dalam hal ini memiliki arti kekuasaan formal yang berasal dari Undang 

Undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan itu sendiri, yang 

berarti barang siapa yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Undang-

Undang akan memiliki wewenang sebatas dengan kewenangan yang diberikaan 

kepadanya. 

2.  Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual berguna membatasi ruang lingkup penelitian guna 

memudahkan peneliti dalam pencarian data dan hasil yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sesuai judul penelitian, digambarkan hubungan konsep yang menjadi batasan 

ruang lingkup penelitian, mulai dari konsep umum yang normatif dan teoritis memiliki 

hubungan dengan permasalahan yang dibahas diantaranya : 

a.   Sengketa 

  Dalam penyebutan sehari hari pengertian kalimat sengketa, konflik, masalah 

atau problem hampir dimaknai sama, namun kalau ditelusuri makna dan 

pengertiannya satu persatu akan terlihat perbedaannya. Pemahaman sengketa dengan 

konflik memang sering dicampur aduk dalam pemakaian kalimat atau sering 

digunakan secara bergantian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa pengertian 

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. Sementara pengertian konflik 



 

merupakan percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan 

(pertentangan antara dua kekuatan atau lebih, pertentangan batin dalam diri seorang 

tokoh, pertentangan antara dua tokoh atau sebagainya).21 

  Disisi lain juga juga terdapat istilah problem atau masalah, dimana problem 

atau masalah tersebut dimaksudkan sebagai suatu yang harus diselesaikan 

(dipecahkan/dicarikan jalan keluarnya), soal, persoalan, problem merupakan masalah 

atau persoalan.22 

  Bagi kalangan ahli sosiologi terutama para sosiologi hukum, pengkajian 

problem atau masalah lebih terfokus pada istilah konflik, sedangkan kalangan ahli 

antropologi hukum terdapat kecendrungan mengkaji problem atau masalah dengan 

menfokuskan pada istilah sengketa. Konflik bisa terjadi antara individu, antara 

individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tentang sengketa Roy J. 

Lewicki dkk, dalam Jon Emiron, mengklarifikasi pembagian sengketa berdasarkan 

jumlah atau kelompok manusia yang mengadakan interaksi didalamnya yaitu : 

1.  Intrapersonal or Intrapsychic Conflict, konflik ini terjadi dalam diri 

individu tersebut, konflik dapat meliputi pendapat, pikiran, emosi, 

penilaian, prediposisi tertentu, misalnya seorang anak marah kepada orang 

tuannya, tetapi dia takut mengutarakan karena merasa berdosa barkata 

keras kepada orang tua, akhirnya ditahan, disini terdapat konflik bathin 

dalam diri siaanak 

2.  Interpersonal Conflict (konflik antar individu) adalah konflik yang terjadi 

diantara majikan dan karyawan, suami dengan isteri, saudara kandung atau 

kawan sekamar. 
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3.  Intragroup Conflict, adalah konflik yang terjadi didalam kelompok kecil, 

diantara team dan anggota panitia dengan keluarga, kelas, kelompok-

kelompok, persaudaraan dan perkumpulan 

4.  Intergroup Conflict, adalah konflik yang terjadi antar grup, seperti antara 

serikat serikat pekerja dengan pengelola, perseteruan keluarga, kelompok 

masyarakat dengan pemerintah yang berkuasa.23 

 

  Dalam ranah hukum dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua 

orang atau lebih, dimana kedua saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal 

ini terjadi karena kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara 

keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduannya. Sengketa 

dalam bidang pertanahan dapat berbentuk perbedaan konsep, nilai, norma, 

kepentingan, pendapat dan persepsi antar orang perorangan atau lebih, Badan 

Hukum, baik Badan Hukum Privat maupun Publik mengenai status penguasaan, 

kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak 

tertentu, termasuk pihak pemilik maupun pihak pengelola dalam hal perwakafan.24 

  Dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, 

pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, sengketa pertanahan, perselisihan 

pertanahan antara orang perorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak 

berdampak secara sosio-politik, sengketa atas tanah hak ulayat dapat berupa sengketa 

hak, kepemilikan, sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait 

                                                             
23 Yulia Mirwati, 2016, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Penerbit Rajawali Press PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta Hlm. 178, Dikutip dari Roy J.Lewicki dalam Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 25-26. 
24 Yulia Mirwati, 2016, Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia, Rajawali Press PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta Hal. 178, dikutip dari Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, Hlm, 
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dengan kepemilikan, transaksi pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan dan 

penguasaan. 

b.  Tanah Ulayat 

Sebelum membahas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia 

khususnya menurut hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat, terlebih dahulu 

dipaparkan pengertian atau definisi tentang hak ulayat oleh beberapa ahli yaitu  

1.  Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat adalah suatu hak atas tanah dari 

persekutuan-persekutuan hukum hanya di Indonesia yang tidak dapat 

dilepaskan untuk selamanya dan mempunyai dasar keagamaan (religie) 

sering dikenal dengan “beschikkingsrecht” 25 

2.  Menurut Ter Haar, Hak Ulayat adalah hak persekutuan hukum atas tanah 

yang berlaku baik kedalam maupun keluar. Kedalam artinya hak 

persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah bagi anggota-

anggotanya, sehingga setiap anggota desa itu mendapat bagian tanah 

sendiri-sendiri dengan pembatasan bagi kepentingan desa. Keluar artinya 

aorang asing(bukan anggota desa) hanya dapat mengerjakan tanah seizin 

desa dengan membayar kerugian sebagai pengakuan hak persekutuan 

desa.26 

3.  Menurut Budi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang 

dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan 

tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan 

pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat  atau anggota 

kaum yang bersangkutan sepanjang masa 27 

 

Hak ulayat tidak sekedar terbatas pada objek berupa tanah, melainkan 

mencakup segala yang berhubungan dengan tanah seperti air, tanaman, bangunan 

yang terdapat diatasnya, jadi objek hak ulayat memiliki ruang lingkup luas yaitu 
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tanah dan segala asset diatasnya. Masalah tanah ulayat dan hak ulayat tidak 

dipisahkan dengan tegas, pengaturan hak ulayat dijumpai dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “dengan mengingat ketentuan 

Pasal (1) dan (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 

masyarakatt hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui, 

harus sedemikian rupa keberadaannya, sesuai kepentingan nasional dan negara 

berdasarkan kepada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang dan peraturan yang lebih tinggi”. Mengingat ketentuan di atas, begitu 

luasnya pemahaman hak ulayat atau hak-hak lain yang serupa itu dalam masyarakat 

hukum adat. Menurut Kurnia Warman, pembatasan dan maksud kandungan Pasal (3) 

UUPA dan persyaratan yang dipenuhi sebagai dasar penetapan hak ulayat yaitu : 

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu ada, dengan 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 

a.  Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban 

b. Adanya kelembagaan tertentu dalam bentuk perangkat penguasa adatnya 

c.  Adanya wilayah hukum adat yang jelas 

d.  Adanya perangkat dan pranata hukum adat 

e.  Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan untuk 

kebutuhan hidup sehari hari. 

2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara 

3. Tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi28 

 

                                                             
28 Kurnia Warman, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara 

di Sumatera Barat, Penerbit Huma, Jakarta, 2010. Hlm. 40 



 

Hak ulayat masyarakat adat merupakan hak penguasaan atas tanah yang 

tertinggi. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat baik geneologis, 

teritorial maupun campuran. Karena hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam 

masyarakat hukum adat tidak ada “res nullius”, maksudnya tidak ada tanah yang 

tidak bertuan, tidak ada tanah yang tidak dimiliki, berarti semua tanah-tanah yang 

dikuasai oleh masyarakat hukum adat baik perorangan maupun berkelompok, 

merupakan milik masyarakat adat itu sendiri, termasuk peralihan hak atas tanah itu 

pun harus seizinnya sebagai pemilik. 

Perbuatan hukum berupa mengalihkan, memberikan atau melepaskan hak 

sebagian tanah ulayat untuk dihibahkan, diberikan kepada orang lain dan atau 

anggota kaum merupakan perbuatan yang sudah berlansung lama dalam masyarakat 

hukum adat Minangkabau. Namun masih terdapat kerancuan dalam penetapan tanah 

milik adat (tanah hak ulayat) sebagai objek perjanjian hibah, wakaf dan jual beli, 

sementara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria 

telah menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut 

dengan istilah “hak ulayat”. Sebuah kontradiktif terhadap pengakuan produk Hukum 

Agraria Nasional tentang tanah hak ulayat. Secara definitif istilah hak ulayat baru 

ditemui dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioanl 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah 

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat baik 

subjek, objek, maupun kewenangannya dianggap ada jika: 

1.  Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum 

adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang 



 

mengakui dan menerapkan ketentua-ketentuan persekutuan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari  

2.  Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga 

persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup 

sehari-hari 

3.  Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan dan penggunaan tanah 

ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat 

tersebut.29 

 

Masyarakat Adat Minangkabau yang mengagungkan keberadaan tanah hak 

ulayat, perlu pengaturan khusus terkait pengelolaan dan pengaturan tanah hak ulayat, 

aturan tersebut ditegaskan pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Propinsi 

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, disahkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat 

No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat 

untuk Penanaman Modal yaitu  

Tanah ulayat diartikan suatu bidang tanah beserta sumber daya alam yang 

berada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun tumurun merupakan 

hak masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Terhadap hak 

ulayat di dalam adat Minangkabau dikenal 4 macam yaitu tanah ulayat rajo, 

ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum.30  

 

Pemberian dan penguasaan secara normatif terhadap subjek hak atas tanah 

ulayat pertama kali diatur dalam Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, munculnya peraturan 
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ini disebabkan banyaknya konflik seputar hak ulayat, baik vertikal maupun 

horizontal rumusan hak ulayat dan tanah ulayat pada Pasal 1 dinyatakan : 

1. Hak ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh 

masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan 

lingkungan hidup para warganya untuk mengambil keuntungan atau manfaat 

dari sumber daya alam termasuk tanah, yang timbul dari hubungan secara 

lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antar 

masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan 

2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari 

suatu masyarakat hukum adat tertentu.31 

 

  Menurut Budi Harsono, konsep komunal atau milik bersama dalam hukum adat 

merupakan konsep yang memungkinkan penguasaan, pengelolaan tanah ulayat 

secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi. Sifat kebersamaan 

menunjukan adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, 

sering disebut Hak Ulayat.32 

Tanah punya kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat hukum adat 

terutama masyarakat hukum adat Minangkabau, disamping sebagai sumber 

kehidupan tanah juga merupakan simbol keberadaan/eksistensi dari kelompok 

anggota persekutuan masyarakat adat itu sendiri. Di masyarakat hukum adat 

Minangkabau, pengertian tanah hak ulayat lebih dominan pada pengertian tanah 

komunal (tanah milik bersama anggota kaum atau persekutuan) yang di haki, 

dikuasai, dimiliki atau dipusakai oleh sekelompok masyarakat hukum adat yang 

menguasai, mengelola, mendiami tanah tersebut dengan sebutan hak ulayat, 

sebagaimana menurut Van Vollenhoven : 
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Hak ulayat berupa hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat 

hukum adat di Indonesia untuk menguasai suatu wilayah tertentu untuk 

kelansungan hidup anggotanya. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan berhak dengan bebas mengolah, memanfaatkan tanah dan sumber 

daya alam yang ada dalam kawasan mereka, orang luar tidak berhak 

menempati, mengolah atau mengambil hasil dari tanah ulayat tersebut, kecuali 

izin dari masyarakat hukum adat itu sendiri33 

 

Menurut Bzn. Ter Haar, tanah ulayat memiliki sifat istimewa, keistimewaan  

hak ulayat atas tanah, terletak pada daya timbal balik tanah terhadap perseorangan. 

Semakin kuat hak perseorangan semakin surut hak ulayat terhadap tanah tersebut. 

Sebaliknya bilamana hak perseorangan atas tanah tersebut berkurang, maka semakin 

kuat hak ulayat, apabila hak perseorangan atas tanah itu hapus, maka kekuatan hak 

ulayat menjadi penuh kembali.34 

c.    Hibah   

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya 

dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna 

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak 

mengakui lain lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.35 

Dalam perkembangannya perjanjian Hibah didefinisikan atau memiliki 

pengertian yang berbeda, pengertian tentang hibah telah dipaparkan pada bagian latar 

belakang masalah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hibah 
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adalah suatu perjanjian yang dilakukan penghibah pada saat ia masih hidup terhadap 

harta kekayaannya secara cuma-cuma kepada orang lain yang diinginkannya dengan 

tidak mengharapkan imbalan. Pemberian hibah harus menggunakan akta notaris 

dengan penetapan melalui Akta Hibah, jika tidak menggunakan akta notaris maka 

hibah tersebut dinyatakan batal. 

Hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang sudah ada, jika hibah 

itu meliputi atau mencakup benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka 

sekedar mengenai hal itu hibahnya adalah batal. Dalam artian terhadap hibah yang 

dilakukan terhadap benda yang baru akan ada dikemudian hari maka perjanjian hibah 

tersebut batal atau dapat dibatalkan. Sebegai contoh seseorang akan menghibahkan 

seekor anak sapi yang masih dalam kandungan, maka hibah tersebut menjadi batal 

karena tidak pasti kalau sapi yang dalam kandungan induknya terlahir dalam kondisi 

hidup, berarti seseorang tersebut menjanjikan hibah barang yang belum tentu ada. . 

Sipenghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa dia tetap berkuasa untuk 

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk didalam 

hibah, maka hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda yang diperjanjikan 

tersebut dianggap batal. Tetapi diperbolehkan kepada sipenghibah untuk 

memperjanjikan bahwa dia tetap memiliki kenikmatan hasil benda yang dihibahkan, 

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau bahwa dia dapat menikmati 

hasil tersebut kepada orang lain, dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan 

Undang-Undang. 



 

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah atau menikmati 

keuntungan dari suatu hibah, setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima 

sesuatu hibah kecuali mereka yang oleh undang undang dinyatakan tidak cakap. 

Orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberikan hibah kecuali dalam hal 

yang ditetapkan dalam bab ketujuh Buku I KUHP. Kemudian ditegaskan dilarang 

menghibahkan antara suami isteri selama perkawinan, namun hal tersebut tidak 

berlaku terhadap hadiah, pemberian benda bergerak bertubuh yang harganya tidak 

terlalu tinggi mengingat kemampuan si pemberi hibah. 

Suatu hibah tidak dapat dibatalkan, ditarik kembali maupun dihapuskan, 

kecuali dalam hal-hal tersebut dibawah ini : 

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah 

dilakukan 

2.  Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si Penghibah atau 

suatu kejahatan lain terhadap si Penghibah. 

3.  Jika ia (penerima hibah) menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si 

penghibah, setelah orang tersebut (si Penghibah) jatuh dalam 

kemiskinan.36 

 

Tuntutan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal lain tentang hibah 

gugur dengan sendirinya dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari 

terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan. Tuntutan tersebut tidak dapat 

dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli waris si penerima hibah, ataupun 

oleh ahli waris si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang 
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terakhir, jika tuntutan tersebut telah dimajukan oleh si penghibah atau jika orang 

tersebut telah meninggal dunia didalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa 

yang dituduhkan.37 

d.  Nagari 

Hukum adat Minangkabau adalah suatu lingkungan hukum adat yang terletak 

di Propinsi Sumatera Barat, nomenklatur sitilah Minangkabau lebih banyak 

mengandung makna sosial kultural, sedangkan Sumatera Barat mengandung makna 

geografis administratif atau unsur wilayah. Sementara sistem pemerintah yang 

dipakai dalam tataran pemerintahan adalah Pemerintah Nagari, wilayah administratif 

adalah Nagari, maka sebelumnya perlu dipaparkan tentang definisi atau pengertian 

Nagari yaitu:   

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik 

Indonesia38 

 

Perkataan Nagari bukanlah asli Minangkabau, mungkin sekali berasal dari 

bahasa sansekerta negara yang dibawa oleh bangsa Hindu pada zaman Hindu yang 

menciptakan pembagian wilayah dan hukum adat, serta menentukan mereka bersuku 

didalam nagari di Minangkabau yang membentuk nagari dengan pemerintahan 

sendiri. Penduduk suatu nagari merupakan satu kesatuan sosial yang bersendikan dan 

kebudayaan serta dasar kebatinan dengan arti bahwa mereka bersama-sama 
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mendiami suatu tempat karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, 

mempunyai satu kebudayaan dan satu kepercayaan, bukan saja diikat oleh kehendak 

ingin hidup berssma dengan rukun, tetapi juga oleh satu kepatuhan kepada norma 

pergaulan hidup yang sama pula. Setelah lama hidup bersama dalam suatu nagari, 

orang orang yang berasal dari berbagai suku tersebut lalu menjadi suatu perkauman 

territorial dan mempunyai kepentingan yang hampir bersamaan, sehingga timbul 

semangat tolong menolong, gotong royong dan keinginan hidup secara damai 39 

Setiap nagari mempunyai satu pusat yang dinamakan koto, di koto inilah 

mulanya raumah-ruamh penduduk didirikan, Koto diartikan Suatu tempat yang 

diperkuat untuk menahan serangan musuh dari luar. Pada masa dulu Koto dipagar 

dengan bambu berduri dan tidak jarang pula dilingkari dengan tanah, batu atau parit 

sebagai penghalang bagi musuh yang akan masuk ke Koto. Didalam Koto terdapat 

kumpulan rumah gadang yang didirikan secara berdekatan, dipisahkan oleh 

pekarangan atau halaman. Pada waktu suatu nagari didirikan, koto hanya didiami 

oleh mereka yang terdiri dari sebuah paruik atau yang sekarang dinamakan 

sakampuang. Lama kelamaan kampuang tadi berkembang dengan dibangunnya 

rumah gadang yang didirikan oleh orang dari suku lain, yang pindah dan ingin 

menetap dengan izin dari tokoh adat yang mendirikan koto dan kampuang, demikian 

koto dan kampuang tersebut tumbuh berangsur angsur menjadi satu Nagari dan untuk 

mengurus masyarakat yang hidup didalam wilayah nagari maka ditetapkan sistem 

Pemerintah Nagari.40 
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Pemerintah Nagari di Sumatera Barat telah tumbuh dan berkembang semenjak 

kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai pada Tahun 1979 dengan 

keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 

dimana sistem pemerintahan terendah secara nasional di Indonesia yang diakui 

adalah Pemerintah Desa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 

tentang Pemerintahan Desa, Nagari bukan lagi sistem pemerintahan terendah 

dibawah Camat, Nagari semata hanya mengatur kehidupan masyarakat nagari 

sepanjang adat yang di Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 

ditetapkan bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi 

Sumatera Barat, pelaksananya adalah Kerapatan Adat Nagari.  

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi 

Daerah, dipertegas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pemerintahan Nagari. Telah memberikan kewenangan kepada masyarakat 

adat Minangkabau di Sumatera Barat untuk mengakui kearifan lokal dalam tataran 

adat istidat yaitu Nagari, selanjutnya penerapan sistem pemerintahan terendah yaitu 

Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari yaitu Pejabat Pemerintah Nagari 

yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.41 

F. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian  
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Penelitian ini bersifat deskriptif artinya peneliti mencoba  menggambarkan secara 

objektif tentang fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan persoalan 

perjanjian hibah terhadap tanah ulayat di  Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten 

Pesisir Selatan. Peneliti juga melakukan analisis pendekatan hukum normatif, berupa 

penggambaran kajian yang menjadi permasalahan. Penelitian ini juga bertujuan 

memecahkan masalah aktual yang sedang dihadapi, mengumpulkan data, keterangan 

dan informasi untuk disusun dalam kerangka penulisan, dijelaskan dan dianalisis.  

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis, kalaupun ada tidak diuji melalui analisis 

statistik. Penelitian deskriptif lebih fokus memanfaatkan konsep yang telah ada yang 

berfungsi sebagai klarifikasi terhadap kondisi yang dipermasalahkan.  

2.   Metode Pendekatan/Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris artinya  melakukan 

penelitian dengan penekanan terhadap penerapan hukum di lapangan. Penelitian yuridis 

empiris dilakukan dengan menginventarisir payung hukum dalam pelaksanaan hibah 

secara umum dan hibah atas tanah ulayat secara khusus di Nagari Talaok Kecamatan 

Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan cara-cara penyelesaian sengketa hibah atas tanah 

ulayat dengan mempedomani peraturan tentang hibah seperti Undang Undang, 

Peraturan Pelaksana, Peraturan Menteri, Keputusan Kepala BPN dan Peraturan-

peraturan  lainnya, yang disinkronkan dengan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku 

di nagari. 

3.   Jenis Data   

  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 



 

 Data primer yaitu berupa data yang diperoleh lansung dari sumber data dilapangan 

terutama dari : 

a. Para pelaku perjanjian hukum hibah 

b. Mamak Kepala Waris dan Penghulu Kaum 

c. Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat di Nagari 

d. Wali Nagari sebagai lembaga eksekutif di Nagari. 

e. Camat selaku PPAT Sementara dan PPAT 

Data sekunder adalah data yang diolah dari penelitian pustaka (library research) berupa 

disertasi, tesis, buku-buku, jurnal dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul 

penulisan di Pustaka Universitas Andalas Padang, Pustaka Wilayah Propinsi 

Sumatera Barat di Padang dan Pustaka Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.  

Bahan hukum data sekunder yang digunakan adalah : 

Bahan hukum sekunder berupa buku dan kepustakaan 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan 

Bahan hukum linier berupa kamus-kamus hukum 

4. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian atas objek dan subjek penelitian 

yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulan. Populasi merupakan himpunan 

sampel yang akan diteliti disebut populasi umum, sementara Sampel atau disebut 

populasi target (target population). adalah populasi yang menjadi sasaran keterbelakuan 

objek dan subjek penelitian.42 
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Populasi dalam penelitian ini adalah perjanjian dan sengketa hibah atas tanah 

Ulayat di Nagari Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sengketa hibah atas tanah ulayat antara BISWAR selaku Mamak 

Kepala Waris sebagai pemberi hibah digugat oleh salah satu anak kemenakannya 

bernama  SRI NILAWATI suku Jambak Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan 

Bayang Kabupaten Pesisir Selatan 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposif sampling yaitu 

pengambilan sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria 

atau pertimbangan tertentu, demi tercapainya efektifitas penelitian 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Study kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berupa study dokumen bahan 

hukum dan non hukum terutama produk legislasi daerah dan peraturan-peraturan 

dibawahnya berupa Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten, 

Peraturan Nagari, Keputusan KAN yang dapat disingkronkan dengan sistem hukum 

positif dalam penyelesaian sengketa hibah atas tanah ulayat. 

b. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara melakukan 

wawancara lansung dan pengumpulan data dan dokumen kasus terhadap pihak 

dalam perjanjian hibah, Mamak Kepala Waris, Penghulu Kaum, Wali Nagari, 

Ketua KAN Talaok, pihak-pihak lainnya secara lansung guna sehingga bisa ditarik 

garis permasalahan dan penyelesaiannya. 



 

6.   Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data, keterangan dan informasi, teknik pengolahan dan 

klasifikasi data-data yang didapat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Editing yaitu upaya merapikan data dengan mengambil data yang valid, membuang 

data yang kurang valid, kemudian disusun menjadi sebuah data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

b. Koding yaitu upaya peneliti memberikan kode-kode atau tanda-tanda tertentu 

terhadap data-data yang didapat dalam penelitian untuk memudahkan penyusunan 

data. 

7. Analisis Data   

Untuk mengecek akurasi dan validasi data yang diperoleh dalam penelitian, saat 

editing data dilakukan, peneliti menggunakan teknik trangulasi data yaitu data yang 

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, dicek kebenarannya melalui sumber lain, 

membandingkan atau mengecek balik (cross cek) data yang diperoleh dilapangan, 

misalnya membandingkan informasi dengan data hasil wawancara, atau keterangan 

tentang perjanjian hibah terhadap tanah ulayat dari para pihak yang bersepakat, 

Penghulu kaum, Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari dan lain lain 

Setelah data-data dan dokumen hasil penelitian di peroleh dilapangan baik 

berdasarkan survey, penelitian dan wawancara, kemudian oleh peneliti data dan 

keterangan tersebut diolah menjadi data valid dan akurat, selanjutnya data 

dikelompokan dengan menggunakan analisa data kualitatif artinya dalam menganalisa 

data-data tersebut peneliti tidak menggunakan rumusan statistik, karena data tidak 

merupakan angka-angka. 



 

 


